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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peran DUDI dalam mendorong produk kebijakan 

pendidikan Pemda Kota Mataram dalam mengembangkan SMK berbasis kearifan lokal; (2) 

implementasi penyelenggaraan kebijakan pendidikan SMK yang sesuai dengan kearifan lokal; dan (3) 
peran DUDI dalam pengembangan SMK. Informan kunci pada penelitian adalah Kepala Dinas Dikmen 

sub-bagian kepala seksi kurikulum, Kepala Sekolah, Wakasek Humas Industri, Pembimbing Industri, 

dan Siswa. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. 
Teknik  analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa: (1) peran DUDI dalam mendorong kebijakan Pemda terkait pengembangan 
SMK berbasis kearifan lokal belum memadai; (2) implementasi kebijakan Pemda, antara lain: (a) 

monitoring dan evaluasi, (b) menyediakan unit gedung baru, (c) membuka kompetensi keahlian baru, 

(d) pemberian dana, (e) mengadakan Gebyar SMK se-Kota Mataram; dan (3) peran DUDI dalam 
pengembangan SMK antara lain: (a) penyelenggaraan  prakerin siswa berjalan dengan baik. b) 

industri sebagai tempat pemagangan guru, c) industri terlibat dalam uji kompetensi siswa tingkat akhir 
dan tempat menyalurkan lulusan, d)  belum ada kerja sama terkait penyediaan sarana dan prasarana, 

dan e) pengembangan kurikulum dalam bentuk workshop kurikulum. 

Kata kunci: peran DUDI, penyelenggaraan SMK, kearifan lokal 

 

 

THE ROLE OF BUSINESS AND INDUSTRY IN THE IMPLEMENTATION 

OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL (VHS) BASED ON LOCAL WISDOM 

IN THE CITY OF MATARAM 

Abstract 

This research aims to know: (1) the role of business and industry in encouraging the product education 
policy of the local government in Mataram City for developing vocaational high school (VHS) based on 

local wisdom; (2) the implementation of VHS education policy with an appropriate local wisdom; and 

(3) the role of business and industry  in developing VHS. The key informants in this research were the 
Head of Secondary Education Curriculum Sub-section, Principal, Vice Principal of Industry Public 

Relations, Industry Counsellors, and students. The data were collected by observation, in-depth 

interviews and documentation. The data analysis technique included data reduction, data display and 
conclusion drawing. The results showed that: (1) the role of business and industry in encouraging the 

regional government policy related to VHS development based on local wisdom had not been adequate; 
(2) the implementation of regional government policy were among others: (a) monitoring and 

evaluation, (b) providing  a new building unit, (c) opening new expertise competencies, (d) providing 

funds, (e) conducting Gebyar SMK in the city of Mataram; and (3) the roles of business and industry  in 
the development of VHS were among others: (a) the implementation of the students’ industrial practice 

ran well, (b) the industry as the place for teachers’ apprenticeship, (c) the industry was involved in 
students’ competency test at the end of the students’ study and as an institute which would recruit the 

graduates, d) there had not been any cooperation related to the provision of facilities and 

infrastructure, and e) curriculum development in the form of a curriculum workshop. 

Keywords: the role of business and industry, implementation of VHS, local wisdom  
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PENDAHULUAN 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

merupakan lembaga pendidikan formal di ba-

wah Direktorat Pembinaan SMK (DitpSMK) 

yang menyiapkan lulusannya untuk bekerja 

dengan bekal pengetahuan, keterampilan dan 

sikap kerja dalam bidang tertentu yang sesuai 

dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia 

Industri (DUDI), serta diharapkan dapat ber-

wirausaha. Hal ini tercantum  dalam UUSPN 

Pasal 18 dan penjelasan Pasal 15 yang meng-

atur Pendidikan Menengah Kejuruan, sejalan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Pan-

jang Departemen Pendidikan Nasional (RPJP 

Depdiknas) Tahun 2005-2025 SMK yang 

akan menjadi icon dalam perkembangan dunia 

pendidikan menengah di negera kita. Secara 

bertahap rasio jumlah lembaga pendidikan 

kejuruan (SMK) dibanding pendidikan umum 

SMA akan berubah secara signifikan. Menu-

rut Sutrisno (2006,p.3) pendidikan kejuruan 

pada dasarnya diselenggarakan untuk mem-

persiapkan tenaga kerja terampil tingkat me-

nengah untuk mendukung pembangunan 

sektor perekonomian bangsa. Secara spesifik 

pendidikan kejuruan diselenggarakan untuk 

(1) melakukan transformasi status siswa, dari 

manusia “beban” menjadi manusia “aset”. (2) 

mempersiapkan sumber daya manusia yang 

memiliki keunggulan komparatif (compara-

tive advantage) dan kompetitif (competitive 

advantage) bagi pembangunan sektor industri 

dan sektor-sektor ekonomi lainnya di indo-

nesia. (3) memberi bekal bagi siswa/tamatan 

untuk berkembang secara berkelanjutan. 

Depdiknas tentang kebijakan untuk pembalik-

an rasio peserta didik SMK di banding SMA 

dari 30:70 pada tahun 2004 menjadi 70:30 

pada tahun 2015 (Depdiknas,2006b). Kebijak-

an ini ditujukan agar keluaran pendidikan  

kejuruan dapat lebih berorientasi pada peme-

nuhan dunia kerja serta kebutuhan dunia 

usaha dan dunia indusri (DUDI). 

Beberapa strategi yang telah dilakukan 

dalam menjawab tantangan tersebut, Direkto-

rat Pembinaan SMK akan menyiapkan lulusan 

agar siap pakai. Strategi tersebut di antaranya 

adalah: merubah dan memperbaiki kurikulum 

yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia 

kerja dan industri, pemenuhan pengajar dalam 

waktu pendek, pemenuhan peralatan murah, 

dan implementasi industri perdagangan dan 

jasa Indonesia berbasis Kemitraan SMK-

industri. Usaha tersebut dilakukan untuk me-

ningkatkan penyelenggaraan proses pembel-

ajaran agar lebih efektif dan efisien (Roadmap 

Pengembangan SMK 2010-2014).  

Permasalahan yang muncul dari usaha 

tersebut adalah menuntut SMK harus bisa me-

nyesuaikan dengan DUDI, namun SMK juga 

menuntut biaya investasi yang besar, karena 

SMK membutuhkan fasilitas praktik berupa 

gedung, mesin-mesin, peralatan dan fasilitas 

pendukung praktek lainnya serta biaya ope-

rasional yang tinggi. Upaya yang dilakukan 

untuk meningkatkan jumlah siswa SMK da-

lam mencapai perbandingan 70% siswa SMK 

dan 30% siswa SMA di antaranya dilakukan 

melalui kemitraan atau kerja sama dengan 

industri, berupaya terus menerus meningkat-

kan jumlah siswa SMK di samping juga terus 

meningkatkan mutu SMK. Pendapat tersebut 

menekankan bahwa industri mampu mem-

bantu meningkatkan mutu siswa dan sekolah. 

Hal ini sesuai dengan prinsip pendidikan yang 

dijelaskan oleh Charles Prosser (1925) dalam 

Djojonegoro (1998,p.38) ada 16 prinsip yang 

dapat dikemukan dalam pendidikan kejuruan, 

dan di antaranya yang terkait dengan peran 

industri ada tiga prinsip. Pendidikan kejuruan 

akan efektif jika (1) tugas-tugas latihan dila-

kukan dengan cara, alat, dan mesin yang sama 

seperti yang ditetapkan di tempat kerja dan (2) 

melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir, 

dan bekerja seperti yang diperlukan dalam 

pekerjaan itu sendiri. (3) pendidikan kejuruan 

akan efisien jika lingkungan tempat siswa 

dilatih, merupakan replika lingkungan tempat 

nanti ia akan bekerja. Efisiensi ini diperoleh 

karena bagi industri tidak perlu menyeleng-

garakan pusat-pusat diklat lagi. Untuk me-

menuhi ketiga prinsip ini, sekolah kejuruan 

memerlukan biaya yang sangat besar, apalagi 

bila ingin memenuhi keseluruhan prinsip dari 

Prosser (Pardjono, 2011,p.2). 

Merealisasikan kondisi tersebut sangat 

sulit karena dana yang diberikan Pemerintah 

untuk pengembangan fasilitas praktik sangat 

terbatas. Hal ini menyebabkan adanya kesen-

jangan antara supply dan demand antara SMK 

dan industri. Untuk menanggulangi masalah 

tersebut ditempuh dengan cara menjalin kerja 

sama dengan DUDI. Kerja sama dengan 

DUDI dapat meningkatkan efisensi dan efek-

tivitas penyelenggaraan SMK. Kerja sama 

SMK dan DUDI dapat mendukung tercapai-

nya orientasi pendidikan kejuruan di SMK. 
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Menurut Djojonegoro (1998, p.35), orientasi 

pendidikan kejuruan membawa konsekuensi 

bahwa pendidikan kejuruan harus selalu dekat 

dengan dunia kerja. Kedekatan tersebut dalam 

artian bahwa perencanaan dan penyelenggara-

an pendidikan kejuruan harus sesuai dengan 

kebutuhan dunia kerja, mulai dari kurikulum, 

hingga penyaluran lulusan. Oleh karena itu, 

salah satu faktor penentu keberhasilan penye-

lenggaraan pendidikan kejuruan adalah kerja 

sama atau kemitraan dengan DUDI selaku 

penyedia lapangan kerja 

Kualitas lulusan SMK turut secara lang-

sung merefleksikan kualitas tenaga kerja In-

donesia, oleh karena itu kualitas tenaga kerja 

harus dibangun untuk meningkatkan keung-

gulan kompetitif SDM yang tangguh dalam 

menghadapi persaingan di era bebas ASEAN. 

Dalam hal ini SMK sebagai pendidikan ke-

juruan harus menyiapkan peserta didik atau 

SDM yang memiliki kemampuan kerja se-

bagai tenaga kerja menengah sesuai dengan 

tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Ber-

dasarkan data BPS Provinsi Nusa Tenggara 

Barat (NTB), jumlah pengangguran di Pro-

vinsi NTB pada Februari 2014 bertambah 

sebanyak tiga ribu lebih jika dibanding tahun 

sebelumnya. Jumlah angkatan kerja pada Feb-

ruari 2014 sebanyak 2,3 juta orang lebih. 

Angka itu bertambah sebanyak 189 ribu orang 

dibanding keadaan Agustus 2013 yang ber-

jumlah 2,1 juta orang lebih. Menurut jenjang 

pendidikan, tingkat pengangguran terbuka 

(TPT) tertinggi masih mendominasi oleh TPT 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 

12,91 % dan TPT Sekolah Menengah Atas 

Mencapai 11,24%. Ini mengindikasikan bah-

wa, lulusan SMK masih banyak yang tidak 

terserap dan menjadi pengangguran. Banya-

knya siswa SMK yang tidak terserap pada 

dunia kerja, merupakan refleksi dari kualitas 

pendidikan kejuruan.  

Tingginya jumlah pengangguran lulus-

an SMK, menimbulkan spekulasi tentang 

penyebab angka penganguran selama ini terus 

berkembang dan selalu dikaitkan dengan du-

nia pendidikan selaku pencetak lulusan yang 

akan menjadi angkatan kerja (Tim Penyelaras 

Pendidikan dengan Dunia Kerja, 2010, p.3). 

SMK yang bertujuan untuk menyiapkan te-

naga kerja tingkat menengah, yang lulusannya 

harus siap memasuki lapangan kerja diperlu-

kan untuk mengembangkan perekonomian 

daerah, sehingga penyelenggaraan SMK rele-

van dengan kebutuhan dunia kerja yang ada di 

daerah.  Kaitan dengan penyelenggaraan SMK 

yang ada di daerah, sesuai dengan prinsip 

desentralisasi, yaitu perubahan manajemen 

terpusat ke pola manajemen mandiri (Djojo-

negoro,1988,p.76). Prinsip desentralisasi ini, 

dimaksudkan untuk merubah pola manajemen 

lama yang pelaksanaan pendidikan kejuruan 

di atur oleh pemerintah pusat, sehingga me-

nyebabkan program pendidkan kejuruan tidak 

relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang di 

daerah. Dengan prinsip desentralisasi ini, pe-

merintah daerah dapat merencanakan dan me-

nyelenggarakan pendidikan kejuruan sesuai 

dengan potensi dan sumber daya yang di-

milliki oleh daerah tersebut. 

Dalam rangka pengembangan otonomi 

daerah, Wayong (1979,p.16) mengemukakan 

bahwa otonomi daerah adalah kebebasan un-

tuk memelihara dan memajukan kepentingan 

khusus daerah, dengan keuangan sendiri, 

menentukan hukum sendiri, dan pemerintah 

sendiri. Syarifuddin (1991,p.23) mengemuka-

kan bahwa istilah otonomi mempunyai makna 

kebebasan dan kemandirian, tetapi bukan 

kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau 

kemandirian itu adalah wujud pemberian 

kesempatan yang harus dipertanggungjawab-

kan. Sarundajang (2001, p.34) menulis bahwa 

pada hakikatnya otonomi daerah adalah: (1) 

hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu 

daerah otonom; (2) dalam kebebasan menja-

lankan hak mengurus dan mengatur rumah 

tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalan-

kan hak dan wewenang otonominya itu di luar 

batas-batas wilayah daerahnya; (3) daerah 

tidak boleh mencampuri hak mengatur dan 

mengurus rumah tangga daerah lain sesuai 

dengan wewenang pangkal dan urusan yang 

diserahkan kepadaya; (4) otonomi tidak 

membawahi otonomi daerah lain, hak meng-

atur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak 

merupakan subordinasi hak mengatur dan 

mengurus rumah tangga daerah lain. Menurut 

UU No.32 Tahun 2004, tentang pemahaman 

pemerintah daerah pada pasal 1 ayat (5) me-

nyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, 

wewenang dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintah dan kepentingan masyarakat se-

tempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Daerah otonom dimaksudkan ada-

lah kesatuan masyarakat hukum yang mem-

punyai dan mengurus urusan batas wilayah 
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yang berwenang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintah dan kepentingan masya-

rakat setempat menurut prakarsa sendiri ber-

dasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Dapat dikatakan otonomi daerah adalah hak 

kemandirian setiap daerah dalam mengelola 

daerahnya, tanpa campur tangan dari pihak 

lain, akan tetapi tetap merujuk pada peme-

rintah pusat. 

Desentralisasi pendidikan diartikan 

sebagai pelimpahan wewenang yang lebih lu-

as (Jalal dkk, 2001, pp.125-126). Desentrali-

sasi tidak saja mendorong pemerintah na-

sional membangun manajemen pendidikan 

yang terdesentralisasi, melainkan juga pendo-

rong bagi daerah untuk mengembankan ma-

najemen pendidikan yang bermutu. Dengan 

otonomi dan desentralisasi diharapkan semua 

komponen daerah lebih terpacu memberdaya-

kan diri, mengembangkan mutu “kompetensi” 

sumber daya manusia, menumbuhkan prakar-

sa dan kreativitas, meningkatkan peran serta 

masyarakat, termasuk dalam meningkatkan 

sumber dana dan dalam penyelenggaraan pen-

didikan (Usman, 2005,p.233). Dengan adanya 

desentralisasi setiap daerah dapat mengem-

bangkan keunggulan daerahnya, agar dapat 

membangun SDM yang unggul. 

Setiap daerah di Indonesia mempunyai 

sektor unggulan yang berbeda-beda sesuai de-

ngan potensi daerah yang dimiliki. Pemetaan 

sektor unggulan untuk setiap Kabupaten/Kota 

berdasarkan PDRB dan identifikasi bidang 

keahlian SMK untuk mengetahui apakah su-

dah sesuai dengan sektor unggulan yang di-

perkirakan, dan melakukan proyeksi pertum-

buhan sektor unggulan dan penyerapan lulus-

an SMK di Kabupaten/Kota yang bersangkut-

an (Tim Penyelaras Pendidikan dan Dunia 

Kerja, 2010,p.22). Daerah memiliki kewe-

nangan untuk menentukan kebijakan pengem-

bangan program pendidikan SMK yang sesuai 

dengan konteks daerah, sehingga lulusan 

SMK dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan 

tenaga kerja dan perekonomian lokal daerah. 

Menurut Wagiran (2010,p.597) faktor yang 

mempertemukan program pendidikan SMK 

dengan perekonomian daerah adalah produkti-

vitas tenaga kerja. SMK mengemban misi 

mempersiapkan lulusannya dengan keteram-

pilan dan kecakapan tertentu agar menjadi 

tenaga kerja yang lebih tinggi produktivitas-

nya. Sementara itu, daerah berkepentingan 

dan berusaha untuk memperoleh tenaga kerja 

dengan produktivitas tinggi (lulusan SMK) 

yang diperlukan untuk mengembangkan dan 

mendayagunakan potensi perekonomian dae-

rah. Pendidikan berbasis kearifan lokal ada-

lah segala sesuatu yang menjadi ciri khas 

kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, 

budaya, teknologi informasi, komunikasi, 

ekologi dan lain sebagainya (Asmani, 2012, 

p29). Kearifan lokal harus dikembangkan 

berdasarkan potensi daerah. Potensi daerah 

merupakan potensi sumber daya spesifik yang 

dimiliki oleh suatu daerah.  

Dalam meningkatkan kualitas lulusan 

SMK perlu adanya program penyelarasan an-

tara SMK dengan DUDI. Dalam program pe-

nyelarasan yang dimaksud adalah penyelaras-

an dari supply side dan demand side. Penye-

larasan dari supply side merupakan upaya 

penyesuaian lulusan yang dihasilkan oleh du-

nia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja 

yang direpresentsikan melalui tingkat penye-

rapan tenaga kerja sedangkan penyelarasan 

dari demand side direpresentasikan melalui 

tingkat pemenuhan permintaan dunia kerja 

(Tim Penyelaras Pendidikan dengan Dunia 

Kerja, 2010, p.15). Salah satu kebijakan pe-

ngembangan pendidikan kejuruan yang cukup 

menonjol adalah pada masa Kabinet Pemba-

ngunan VI, yaitu kebijakan “link and match”. 

Kebijakan ini mengimplikasikan wawasan 

sumber daya, mutu, keunggulan, profesiona-

lisme dan ekonomi dalam pendidikan kejuru-

an, sehingga menghasilkan suatu model pen-

didikan kejuruan yang kita kenal dengan 

pendidikan sistem ganda (PSG), sebagai ben-

tuk penyelenggaraan pendidikan kejuruan 

yang memadukan secara sistematik dan sin-

kron program pendidikan di sekolah dan prog-

ram belajar melalui kegiatan bekerja langsung 

pada bidang pekerjaan yang relevan, terarah 

untuk mencapai penguasaan kemampuan 

tertentu.  

Pakpaham menyebutkan pendidikan 

sistem ganda (PSG) merupakan model penye-

lenggaraan pendidikan kejuruan yang peren-

canaan dan pelaksanaan pendidikan diwujud-

kan melalui kerja sama atau kemitraan antara 

dunia kerja dengan sekolah, dan penyeleng-

garaan berlangsung sebagian di sekolah dan 

sebagian lagi di DUDI (Anwar, 2001,p.3). 

Pelaksanaan PSG pada SMK memiliki karak-

teristik yang berbeda. Karakteristik itu antara 

lain: (a) institusi pasangan dan (b) program 
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Pendidikan dan Pelatihan Bersama yang ter-

diri dari (1) Standar Kompetensi/Keahlian Ta-

matan; (2) Standar Pendidikan dan Pelatihan 

(materi, waktu, pola pelaksanaan); (3) Penilai-

an dan Sertifikasi; (4) Kelembagaan dan (5) 

Nilai Tambah dan insentif (Muliati, 2008, 

p.10). Pada perkembangan saat ini, pelaksana-

an PSG lebih dikenal dengan praktik indusrti 

(PI) atau biasa disebut dengan praktik kerja 

industri (Prakerin). Tujuan prakerin salah sa-

tunya adalah untuk memberikan pengalaman 

serta mempraktikkan ilmu dan keterampilan 

yang sudah diperoleh di sekolah dengan kon-

disi nyata di dunia kerja (Priyatama, 2013, 

p.157). DUDI sebagai mitra kerja sama 

dengan SMK, menitipkan siswa untuk melak-

sanakan prakerin. Untuk mengimplementasi-

kan ilmu yang didapatkan di bangku sekolah 

pada dunia kerja. DUDI sebagai mitra kerja 

sama dengan SMK, diharapkan selain sebagai 

tempat prakerin siswa, dapat juga melaksana-

kan kerja sama lain. Kerja sama antara seko-

lah dengan DUDI, dapat berupa penyaluran 

lulusan, sarana dan prasarana, relevansi kuri-

kulum, serta kerja sama lain yang tentunya 

dapat menguntungkan pihak DUDI dan dapat 

mengembangkan SMK. Hasil penelitian yang 

telah dilakukan Qurrotu (2009), dalam jurnal 

penataan ruang, dengan judul “Konsep Pe-

ngembangan Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Berbasis Industri di Kabupaten Sido-

ardjo”. Hasil penelitian ini adalah konsep 

pengembangan SMK berbasis industri di Ka-

bupaten Sidoardjo yaitu, konsep pengem-

bangan SMK yang “sesuai” dan “tidak sesuai” 

dapat ditingkatkan dengan memperhatikan 

faktor-faktor pendukung kesesuain bidang 

keahlian SMK dengan potensi industri di 

Kabupaten Sidoardko. Konsep pengembangan 

tersebut dapat melalui efisiensi dan efektivitas 

manajemen sekolah, peningkatan kompetensi 

tenaga pengajar, peningkatan hubungan kerja 

sama dengan industri dan re-engineering 

program keahlian SMK jurusan teknologi 

industri. 

Beberapa permasalahan yang dihadapi 

dalam SMK yang ada di kota Mataram, antara 

lain masih tingginya angka pengangguran 

yang dihasilkan oleh lulusan SMK, menurut 

data BPS Februari 2014, memberikan perta-

nyaan besar tentang penyebab tingginya 

angka pengangguran, yang dikaitkan dengan 

pendidikan kejuruan yang menghasilkan SDM 

tingkat menengah yang  memiliki keteram-

pilan dan kemampuan untuk bekerja atau ber-

wirausaha sesuai dengan kompetensi keahlian 

yang ditekuni. Dengan diberlakukannya oto-

nomi daerah, maka setiap daerah berhak me-

ngelola penyelenggaraan pendidikannya ter-

masuk SMK penyelenggaraan kompetensi 

keahlian pada SMK harusnya disesuaikan de-

ngan kearifan lokal, harapannya agar lulusan 

pendidikan tersebut relevan dengan kebutuhan 

pasar kerja di daerahnya. Permasalahan lain 

yang dihadapi SMK yang bersama-sama de-

ngan industri, haruslah berupaya membangun 

kompetensi unggulan daerah, di samping itu 

dalam penyelenggaraan SMK Pemerintah 

harus memperhatikan kebutuhan dan kearifan 

lokal daerah. Dalam penyelenggaraan SMK 

diperlukan adanya kolaborasi antara sekolah 

dengan DUDI selaku penyerap tenaga kerja. 

Dengan adanya program “link and match” 

melalui kerja sama antara SMK dan DUDI 

yang peran DUDI dalam SMK erat kaitannya 

dengan Program studi apa yang diperlukan, 

kurikulum dan kompetensi seperti apa yang 

diinginkan oleh DUDI. Melalui penelitian ini 

diharapakan peneliti dapat mengungkap peran 

DUDI terhadap SMK yang berbasis kearifan 

lokal, dalam penyelenggaraan SMK yang re-

levan dengan kearfian dan kebutuhan daerah, 

serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

lokal dan pembangunan daerah. 

Pertanyaan penelitian yang harus men-

dapatkan jawaban dalam penelitian ini antara 

lain: (1) bagaimana peran DUDI dalam men-

dorong produk kebijakan pendidikan, dalam 

hal ini program atau peraturan dari pemerintah 

daerah (Pemda) Kota Mataram dalam me-

ngembangkan SMK berbasis kearifan lokal?; 

(2) bagaimana implementasi penyelenggaraan 

kebijakan pendidikan SMK di Kota Mataram 

yang sesuai dengan kearifan lokal daerah?; (3) 

Bagaimana peran DUDI dalam pengembang-

an SMK di Kota Mataram?. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitafif yang dilakukan dengan cara me-

ngumpulkan data, menyajikan informasi yang 

akurat dan objek. Data dan informasi diper-

oleh untuk mendeskripsikan hasil dari pene-

litian ini. Penelitian ini dilakukan di SMK 

Negeri 5 Mataram pada Kompetensi Keahlian 

Kria Logam, SMK Pertanian Pembangunan 

(PP) Negeri Mataram, pada Kompetensi Ke-
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ahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan 

Hortikultura, Kompetensi Keahlian Agribisnis 

Teknik Ruminansia dan Kompetensi Keahlian 

Agribisnis Perikanan. 

Unit analisis dilakukan pada informan 

yang terkait dengan penyelengaraan SMK 

berbasis kearifan lokal daerah di Kota Ma-

taram. Dalam penelitian ini yang menjadi 

sumber infomasi adalah kepala Dinas Dikpora 

Kota Mataram khsususnya Dinas Pendidikan 

Menengah. Kepala Sekolah, Wakasek Humas 

Industri, dan siswa di SMK 5 Mataram dan 

SMK PP N Mataram, serta pembimbing in-

dustri pada DUDI tempat prakerin siswa. 

Bentuk data penelitian kualitatif  ialah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Ben-

tuk data atau responden penelitian ini adalah 

Kepala Sekolah, Wakasek Humas Industri, 

Siswa, Pembimbing Industri dan Kepala Di-

nas Dikmen Sub-bagian Kepala Seksi kuriku-

lum. Pemilihan informan/sumber informasi 

yang digunakan oleh peneliti adalah Teknik 

purposive sample, yang bertujuan dapat mem-

berikan pertimbangan untuk memilih infor-

man yang memenuhi kriteria dalam memberi-

kan informasi yang akurat. Pemilihan infor-

man merupakan hal yang sangat utama se-

hingga harus dilakukan secara cermat, maka 

peneliti memutuskan informan pertama atau 

informan kunci. Data awal sejumlah respon-

den berdasarkan sumber informan yang telah 

dipilih melalui wawancara terus bergulir 

sampai mengalami titik jenuh (Snowball 

Sampling). 

Pengumpulan data dilakukan pada kon-

disi yang alamiah (natural setting), sumber 

data primer, dan teknik pengumpulan melalui 

observasi, wawancara mendalam dan doku-

mentasi. Metode analisis data yang digunakan  

meliputi reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kerja Sama PT. BISI International Tbk 

dengan SMK PP N Mataram 

Prakerin merupakan salah satu bentuk 

kerja sama antara PT. BISI dan SMK PP N 

Mataram yang rutin dilaksanakan hampir se-

tiap tahun. Bentuk kerja sama lain yang dila-

kukan adalah pengembangan kurikulum, da-

lam bentuk workshop kurikulum dan sebagai 

asesor dalam uji kompetensi kerja siswa. 

Siswa melaksanakan prakerin pada PT. BISI 

selama 2-3 bulan. Hal-hal yang didapatkan 

siswa setelah melaksanakan prakerin, antara 

lain: banyak mendapatkan pengalaman baru 

terkait dunia kerja, meningkatkan skill kom-

petensi keahlian yang dimilliki, serta dapat 

membentuk karakter siswa menjadi lebih 

disiplin. Pada PT.BISI  diajarkan untuk disip-

lin dan tekun selama kegiatan prakerin ber-

langsung. Di samping itu, kemauan untuk 

belajar sangat diperlukan, sehingga siswa se-

telah prakerin merasa lebih banyak mendapat-

kan pengetahuan baru.  

Kerja Sama Balai Inseminasi Buatan (BIB) 

Banyumulek dengan SMK PP N Mataram 

Prakerin merupakan salah satu bentuk 

kerja sama antara BIB  dan SMK PP N Ma-

taram yang rutin dilaksanakan hampir setiap 

tahun. Bentuk kerja sama lain yang dilakukan 

adalah pengembangan kurikulum, dalam ben-

tuk workshop kurikulum dan sebagai asesor 

dalam uji kompetensi kerja siswa. Siswa 

melaksanakan prakerin pada BIB selama 2-3  

bulan. Siswa yang telah mengikuti prakerin, 

merasakan banyak manfaat. Materi pelajaran 

yang dirasa kurang  didapatkan di sekolah, 

didapatkan lebih banyak saat mengikuti pra-

kerin. Contohnya, dari cara pemeliharaan sapi 

yang dirasa belum cukup dari materi yang di-

berikan di sekolah, menjadi lebih  banyak saat 

prakerin di BIB. Setiap mendapatkan kesulit-

an, tak jarang siswa dibantu ataupun meng-

adakan diskusi atau sharing dengan pembim-

bing industri yang ada BIB. Kegiatan rutin 

yang dilaksanakan hampir setiap hari yang 

harus diikuti oleh siswa, menjadi bekal siswa 

dalam meningkatkan kompetensi keahlian 

yang dimiliki. Kedisiplinan merupakan modal 

utama dalam melaksanakan kegiatan prakerin 

di BIB, sehingga siswa memang dituntut un-

tuk selalu disiplin saat mengerjakan pekerjaan 

mereka. 

Kerja Sama Balai Budidaya Laut (BBL) 

Gerupuk dengan SMK PP N Mataram 

Prakerin merupakan salah satu bentuk 

kerja sama antara BBL Gerupuk dan SMK PP 

N Mataram yang rutin dilaksanakan hampir 

setiap tahun. Bentuk kerja sama lain yang di-

lakukan adalah pengembangan kurikulum, da-

lam bentuk workshop kurikulum dan sebagai 
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asesor dalam uji kompetensi kerja siswa. Sis-

wa melaksanakan prakerin pada BBL Geru-

puk selama 2-3 bulan. Setelah mengikuti 

prakerin siswa lebih merasa percaya diri, 

karena telah mendapatkan ilmu pengetahuan 

dalam meningkatkan kemampuan pada kom-

petensi keahlian yang ditekuni. Saat prakerin 

siswa lebih banyak praktik daripada teori. Hal 

ini mengikuti kegiatan pekerjaan yang ada di 

BBL. Selain itu, siswa merasa lebih disiplin 

dan bertanggung jawab saat diberikan pe-

kerjaan. 

Kerja Sama CV. Budi Silver dengan 

SMKN 5 Mataram 

Prakerin merupakan bentuk kerja sama 

antara CV. Budi Silver dan SMKN  5 Mata-

ram. Selama prakerin kesesuaian antara materi 

yang didapatkan di sekolah dengan apa yang 

dikerjakan di industri hampir sama. Hanya 

saja yang dirasa kurang adalah praktik, di 

sekolah siswa sudah diberikan teori. Praktik di 

sekolah dinilai masih kurang. Jadi, saat me-

lakasanakan kegiatan prakerin siswa benar-

benar dituntut untuk bisa. Dalam mengikuti 

prakerin, siswa yang tadinya kurang mema-

hami atau kurang paham dalam hal praktik 

menjadi bisa dan tahu apa yang harus dilaku-

kan. Hal ini dikarenakan  selama prakerin te-

lah diberikan wadah dan alat serta kesempatan 

untuk bekerja. 

Peran DUDI dalam Mendorong Kebijakan 

Pemerintah Daerah (Pemda) untuk 

Pengembangan SMK Berbasis Kearifan 

Lokal 

Fungsi SMK yang disampikan dalam 

Renstra Dikjen Dikmen Tahun 2010-2014, 

SMK dalam mempersiapkan kebutuhan tena-

ga kerja yang diperlukan untuk mengembang-

kan perekonomian daerah mencakup dua di-

mensi. Pertama, berkaitan dengan fungsi 

program pendidikan SMK dalam memasok te-

naga kerja terdidik dan terampil sesuai dengan 

kebutuhan lapangan kerja yang ada di daerah. 

Kedua, menyangkut fungsinya sebagai peng-

hasil tenaga kerja terdidik, terlatih dan teram-

pil yang akan menjadi sumber penggerak pe-

ngembangan perekonomian daerah. 

Pendidikan berbasis keunggulan lokal 

sebagai pendidikan yang memanfaatkan ke-

unggulan lokal, baik ekonomi, sosial, budaya 

dan sumber daya alam. Menurut Peraturan 

Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 

2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

dijelaskan pada BAB 1 Ketentuan Umum 

Pasal 1 (20), keunggulan lokal adalah aspek 

ekonomi, budaya, bahasa, teknologi, ekologi 

yang bermanfaat bagi pengembangan kompe-

tensi peserta didik. Dalam penyelenggaraan 

pendidikan, khususnya pendidikan SMK kom-

petensi keahlian yang dikembangkan harus 

disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan SDM 

diwilyah/daerah setempat baik untuk kebutuh-

an lokal wilayah maupun daerah lain secara 

regional. Menurut Surat Keputusan Mendik-

nas No.060 /u/ 2002 Bab.V Pasal 22 tentang 

Penambahan dan Perubahan Bidang/program 

Keahlian SMK, persyaratannya sebagai beri-

kut: Hasil Studi Kelayakan, RIPS, Sumber 

Peserta Didik, Tenaga Kependidikan, Tenaga 

Nonkependidikan, Kurikulum, Sumber Pem-

biayaan, Sarana prasarana, Potensi lapangan 

kerja yang sesuai dengan tamatan SMK, 

Sekolah sejenis di wilayah, Dukungan DU/DI 

dan Masyarakat, Bidang/Program keahlian 

ada di spektrum pendidikan yang berlaku, 

Program keahlian yang diusulkan mempunyai 

SKKNI (Standar Kompetensi Keahlian Na-

sional Indonesia). 

Peran DUDI dalam mendorong kebijak-

an pemerintah daerah (pemda) dalam pengem-

bangan SMK berbasis kearifan lokal sampai 

saat ini belum memadai. Pemerintah dengan 

industri sejauh ini belum terlibat dalam pe-

ngembangan SMK, terutama SMK yang ber-

basis kearifan lokal. Kebijakan pemerintah 

dalam pengembangan SMK yang berbasis 

kearifan lokal pada Kota Mataram belum ada 

dalam bentuk kebijakan ataupun program. 

Kegiatan kerja sama antara sekolah dengan in-

dustri telah diberikan tanggung jawab sepe-

nuhnya pada sekolah. Sekolah mengelola, 

bagaimana bentuk kerja sama, hubungan dan 

kegiatan yang dilaksanakan dengan DUDI 

yang ada, baik di Wilayah NTB maupun di 

luar daerah NTB. Pemda telah berusaha 

mengembangkan SMK yang berbasis potensi 

daerah dalam bentuk pembukaanpembukaan 

kompetensi keahlian yang disesuaikan dengan 

kebutuhan pasar kerja yang ada di daerah. 

Pembukaan kompetensi keahlian ini memang 

didasarkan atas petunjuk teknis dari 

DitpSMK, akan tetapi dalam hal implementasi 

di daerah. Pembukaan kompetensi kehalian 

tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pasar 

kerja yang ada daerah. 
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Dalam mengembangkan perekonomian 

daerah berdasarkan kearifan lokal, seharunya 

pembukaan kompetensi kehalian dikhususkan 

pada unggulan-unggulan daerah tersebut, agar 

lulusan SMK tersebut akan menjadi peng-

gerak perkonomian daerah. Pemda dalam hal 

ini, Dinas Dikpora mendukung apa saja ben-

tuk kegiatan, yang bertujuan untuk mengem-

bangkan pendidikan yang berbasiskan kearif-

an lokal. Kota Mataram yang memiliki po-

tensi daerah dalam bidang kerajinan EMP, 

telah membuka SMK kriya (SMKN 5 Mata-

ram). Di samping itu, dibuka juga kompetensi 

kehalian Agrobisnis ternak ruminansia, ta-

naman hortikultura dan teknik perikanan pada 

SMK PP N Mataram, untuk mendukung prog-

ram Pijar dari Pemerintah Daerah.  

Beberapa program yang dilakukan 

Pemda dalam meningkatkan kualitas penye-

lenggaraan SMK yang ada di Kota Mataram, 

antara lain: (1) monitoring dan evaluasi, (2) 

unit sekolah baru (USB), (3) pembukaan 

program baru atau kompetensi keahlian baru, 

(4) bantuan dana BOS dan BOSDA, serta (5) 

gebyar SMK se-Kota Mataram. 

Implementasi Penyelenggaraan SMK Di 

Kota Mataram 

Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi ini bertujuan 

untuk mendapatkan informasi yang digunakan 

untuk pengambilan keputusan. Hasil dari 

monitoring akan digunakan untuk memberi-

kan binaan berupa masukan (umpan balik), 

bagi perbaikan pelaksanaan program. Hasil 

dari evaluasi dapat memberikan informasi 

yang dapat digunakan untuk memberikan 

masukan terhadap keseluruhan komponen. 

Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi 

dilakukan pada sekolah dengan jadwal yang 

sudah ditentukan oleh Dinas Dikpora Kota 

Mataram yang dibantu oleh pengawas se-

kolah. 

Unit Sekolah Baru (USB) 

Dalam pelaksanaannya diwujudkan 

pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan 

pembangunan unit gedung baru (UGB) bagi 

SMK. Pada tahun anggaran 2015, program 

bantuan Pembinaan SMK dialokasikan mela-

lui dana pusat dan dana dekonsentrasi. Prog-

ram bantuan pusat disampaikan kepada SMK 

dan institusi dalam bentuk uang atau barang/ 

jasa. Program dana dekonsentrasi dimanfaat-

kan untuk mendukung kegiatan pembinaan 

SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan 

Provinsi. (Juknis Bantuan Pembanguan Unit 

Sekolah Baru dan Unit Kelas Baru, 2015). 

Dengan adanya pembanguan RKB dan UGB 

ini, diharapkan dapat meningkatkan mutu 

pendidikan, sehingga dapat memperlancar 

proses belajar mengajar terutama dalam pen-

ciptaan suasana dan efektifitas dan pengefek-

tifan proses belajar mengajar. 

Pembukaan Program Baru atau Kompetensi 

Keahlian Baru 

Pembukaan kompetensi keahlian baru 

yang ada di SMK disesuaikan dengan kebu-

tuhan pasar kerja industri yang ada di daerah. 

Dinas Pendidikan memiliki wewenang untuk 

membuka, memperbaharui atau menutup 

kompetensi keahlian yang ada di SMK. Ten-

tunya hal ini didasarkan atas kebutuhan dunia 

ker-ja yang ada di daerah. Dalam membuka 

program baru tentunya ada koordinasi lang-

sung dengan sekolah terkait, kebutuhan, guru 

dan sarana perasaran pendukung yang perlu 

untuk dipersiapkan. 

Bantuan Dana 

BOS SMK adalah program pemerintah 

berupa pemberian dana langsung ke Sekolah 

Menengah Kejuruan yang besaran dana bantu-

an yang diterima sekolah dihitung berdasar-

kan jumlah siswa masing-masing sekolah di-

kalikan dengan besarnya satuan dana bantuan. 

Dana BOS SMK di gunakan untuk membantu 

sekolah memenuhi biaya operasional sekolah 

non personalia. (Juknis BOS SMK, 2015). 

BOSDA (BOS Daerah) merupakan pemberian 

dana dari pemerintah daerah terhadap SMK 

Negeri yang ada di wilayah tersebut. Dalam 

hal ini, Dinas Dikpora Kota Mataram mem-

berikan melalui dana APBD daerah memberi-

kan dana bantuan BOSDA kepada SMK-SMK 

negeri yang ada di Wilayah Kota Mataram. 

Gebyar SMK 

Kegiatan yang dilakukan pada Gebyar 

SMK bertujuan untuk memamerkan hasil 

produk yang telah dibuat oleh siswa SMK 

melalui unit produksi. Kegiatan ini rutin dila-

kukan setiap tahun. Jad, hampir semua SMK 

di Kota Mataram akan disibukkan dengan ke-

giatan tersebut. Setiap sekolah menunjukkan 

kompetensi keahlian yang dimiliki serta me-
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nunjukkan apa saja yang telah dicapai dan 

tentunya apa saja yang telah dihasilkan, se-

hingga pengunjung dapat melihat hasil karya 

siswa-siwa SMK, bahkan bisa membeli pro-

duk-produk yang telah dibuat. 

Peran DUDI dalam Pengembangan SMK 

di Kota Mataram. 

Peyelenggaraan Prakerin SMK 

Penyelenggaraan prakerin siswa wajib 

diadakan setiap tahunnya. Pada saat prakerin 

siswa dititipkan untuk belajar di DUDI yang 

telah berkerja sama dengan sekolah. Prakerin  

memiliki banyak manfaat terhadap peningkat-

an kompetensi keahlian siswa, karena pada 

saat prakerin siswa lebih banyak dihadapkan 

pada praktik daripada teori. Setelah mengikuti 

prakerin, siswa lebih menguasai kompetensi 

keahlian yang ditekuni. Selain itu, prakerin 

dapat menumbuhkan minat siswa untuk ber-

wirausaha. Saat melaksanakan pra-kerin, ten-

tunya ada pembimbing prakerin dari pihak 

industri, yang membimbing siswa selama 

berada di industri. Kerja sama lain yang 

dilasanakan antarsekolah dengan DUDI  sela-

in prakerin adalah uji kompetensi siswa untuk 

siswa kelas 3. Dalam hal ini, perwakilan dari 

DUDI diminta untuk menguji siswa dalam uji 

kompetensi keahlian siswa.  

Peran Pembinaan Guru 

Peran pembinaan guru dalam bentuk 

magang guru. Kerja sama terkait magang guru 

yang dilaksanakan dengan  DUDI  bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan ilmu dan 

keterampilan guru, khususnya guru produktif. 

Peran Pembinaan Siswa 

Selain Prakerin dan uji kompetensi ke-

ahlian pada siswa. Kaitannya dengan keter-

libatan DUDI terhadap siswa adalah sebagai 

tempat penyaluran lulusan. 

Peran Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Lingkup keterlibatan DUDI dalam hal 

penyediaan saran dan prasarana dinilai masih 

kurang. Hal ini berbeda dengan kompetensi 

keahlian teknik otomotif atau teknik sepeda 

motor, yang industri sendiri yang menawarkan 

ke sekolah untuk diberikan saran dan prasaran 

pendukung belajar, seperti pembukaan beng-

kel. Akan tetapi sekolah terus melakukan 

upaya kerja sama dengan industri terkait 

sarana dan prasarana tersebut. 

Peran Pengembangan Kurikulum 

Pengembangan kurikulum dilakukan 

dalam bentuk workshop kurikulum. Dalam 

pengembangan kurikulum sekolah ditentukan 

kompetensi seperti apa yang dibutuhkan oleh 

industri yang akan diajarkan pada siswa. 

Untuk mencapai relevansi dengan kebutuhan 

dunia kerja maka diperlukan keterlibatan 

industri pasangan.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Peran DUDI dalam mendorong kebijak-

an Pemerintah Daerah terkait pengembangan 

SMK berbasis kearifan lokal di Kota Mata-

ram belum memadai. Sampai dengan saat ini, 

belum ada kebijakan dalam bentuk program 

atau peraturan yang dilaksanakan antara Pem-

da dengan industri terkait penyelenggaraan 

SMK yang berbasis kearifan lokal. Akan 

tetapi, Pemda telah  membuka kompetensi 

keahlian yang disesuaikan dengan keunggulan 

daerah. Antara lain: bidang kerajinan EMP, 

pada SMKN 5 Mataram dengan kompetensi 

keahlian kria Logam. Kompetensi keahlian 

agribisnis ternak ruminansia, agribisnis ta-

naman hortikultura dan teknik perikanan. 

Untuk mendorong program pijar (sapi, jagung 

dan rumput laut). 

Impelementasi penyelenggaraan SMK 

yang ada di Kota Mataram, dapat dilihat dari 

beberapa program yang dilakukan Pemda,  

dalam hal ini Dinas Dikpora Kota Mataram, 

antara lain: (1) monitoring dan Evaluasi, (2) 

Menyediakan Unit Gedung Baru (UGB), (3) 

Pembukaan Program Baru atau Kompetensi 

Keahlian Baru, (4) Bantuan Dana BOS dan 

BOSDA, serta (5) Mengadakan Gebyar SMK 

se-Kota Mataram yang dilaksanakan setiap 

tahun.   

Peran DUDI dalam pengembangan 

SMK di Kota Mataram antara lain: (a) dalam 

hal penyelenggaraan prakerin, sejauh ini ber-

jalan dengan baik. penyaluran prakerin siswa 

rutin dilaksanakan setiap tahunnya selama 2-3 

bulan; b) industri sebagai tempat pemagangan 

guru, untuk meningkatkan keterampilan guru 

produktif; (c) pihak industri terlibat dalam uji 

kompetensi siswa tingkat akhir dan sebagai 
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tempat menyalurkan lulusan; (d) terkait pe-

nyediaan sarana dan prasarana belum ada 

kerja sama yang dilakukan; (e) pengembangan 

kurikulum telah melibatkan industri dalam 

bentuk workshop kurikulum.  

Implikasi 

Dalam penyelenggaraan SMK yang 

berbasis kearifan/keunggulan lokal, pada 

penelitian ini memang belum ada perhatian 

yang khusus pada SMK 5 Mataram (kria) dan 

SMK PP N Mataram yang berbasiskan ung-

gulan lokal. Pemda dalam hal ini Dinas 

Dikpora seharusnya lebih mendukung SMK 

yang berbasiskan unggulan lokal tersebut, 

harapannya lulusan dari pendidikan kejuruan 

tersebut memiliki kemampuan relevan dengan 

kebutuhan daerahnya. 

Program yang dicangangkan oleh 

Pemda haruslah melibatkan DUDI, karena 

program yang dilaksanakan kurang melibat-

kan pihak DUDI terutama industri yang 

merupakan potensi daerah. Pelibatan industri 

dalam program-program penyelenggaraan 

SMK dimanfaakan seoptimal mungkin. Untuk 

menunjang pendidikan agar dapat lebih maju, 

kerja sama dilakukan baik dalam monitoring 

dan evaluasi, ataupun program lainnya. 

Kerja sama yang dilakukan antara in-

dustri dengan sekolah dalam hal prakerin, 

telah berkontribusi banyak terhadap pening-

katan kompetensi keahlian siswa. Kurikulum 

yang telah diajarkan disekolah dapat diterap-

kan bahkan dapat dikembangkan di industri/ 

perusahaan tempat mereka prakerin. Hal ini 

karena materi pelajaran yang telah diajarkan 

hampir sama dengan apa yang sedang dikerja-

kan di industri hanya saja siswa merasakan 

kurangnya praktik yang didapatkan di 

sekolah. 

Saran 

Perlu adanya kebijakan terhadap SMK 

yang berbasis kearifan lokal tersebut, Hal ini 

diharapkan adanya koordinasi untuk menya-

makan persepsi antarpihak terkait dan mendo-

rong terciptanya komitmen bersama dalam 

pengembangan SMK berbasis kearifan lokal. 

Pemerintah, industri lokal dan SMK yang 

menyelenggarakan kompetensi kehalian yang 

berbasis kearifan lokal. 

Mendorong terciptanya komitmen du-

nia usaha untuk ikut berpartisipasi aktif dalam 

pengembangan SMK berbasis kearifan lokal, 

dalam penentuan kompetensi bidang keahlian 

yang akan dikembangkan, penyusunan muat-

an kurikulum, sharing pembiayaan pemba-

ngunan dan bantuan kerja sama dalam penye-

diaan sarana dan prasarana selama proses 

pembelajaran. 

Sekolah melalui Wakasek Humas In-

dustri perlu membenahi dalam hal kerja sama 

dengan industri. Sekolah harus memiliki BKK 

dan pendataan alumni yang baik, agar dapat 

meningkatkan kulitas sekolah. 

Pengembangan SMK berbasis kearifan 

lokal di Kota Mataram sangat dibutuhkan 

guna menyeleraskan kompetensi keahlian 

lulusan SMK dengan kebutuhan dunia kerja 

dan berusaha terkati sektor unggulan daerah. 
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